BAWASLU

EADAN PENGAWAS PEHILIHAN UNUM

Alamat  : JI. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121

Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor  : {3+ /PM.00.02/K.SN-24/10/2023 04 Oktober 2023
Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal . Imbauan

Yth. KPU Kota Parepare

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



11.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur tentang
Masa Jeda 5 Tahun untuk Mantan Terpidana.

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal
Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya
pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare
pada program/kegiatan tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap
(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kota
Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota
pada Pemilu Tahun 2024 pada program/kegiatan tahapan Penyusunan dan
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota di Wilayah Kota Parepare:

a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (2) dan angka (3), yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota
ferhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kabupaten/kota, yang terdiri atas:
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2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

Pasal 251 ayat (1) , yang berbunyi:

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan
pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (2) dan angka (3) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang
meliputi:
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

2. Peraturan mengenai pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada sub tahapan penyusunan dan
penetapan DCT, sebagai berikut:

a) Pasal 3 ayat (1) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang
berbunyi:

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap
pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing meliputi:

a. pengajuan Bakal Calon;
b. Verifikasi Administrasi;
c. penyusunan DCS; dan
d. penetapan DCT.

(5) Pengawasan tahapan penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi pengawasan:

a. pencermatan rancangan DCT; dan

b. penyusunan dan penetapan DCT.
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b) Pasal 25 ayat (1) huruf (a), (b) dan (d)

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penetapan DCT
dengan cara memastikan:

a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing menetapkan DCT berdasarkan
rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

b. memperoleh salinan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sesuai dengan kewenangan masing-masing;

d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing tidak menetapkan calon sementara
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang
tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran
diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai:

1. kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara; atau

2. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan
permusyawaratan desa, sampai dengan batas akhir masa

pencermatan rancangan DCT.

3. Peraturan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi
administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
berbunyi:

Program/kegiatan penyusunan dan penetapan DCT dimulai sejak Rabu, 04
Oktober 2023 sampai dengan Jumat, 03 November 2023.
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4. Peraturan mengenai sub tahapan penyusunan dan penetapan DCT Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal-
Pasal sebagai berikut:

Pasal 83, yang berbunyi:

(1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi
Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta
kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan
pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)

(2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan
Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan
pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

Pasal 84, yang berbunyi:

(1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan
formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.

(2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan
formulir Model DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU:;

b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang
dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD
KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Provinsi: dan

c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD
kabupaten/kota yang dilampini  dengan formulir MODEL
DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatanganii
oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas
pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dan
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Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak
menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD
KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Xll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.

5. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana pada program/kegiatan sub tahapan
penyusunan dan penetapan DCT bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kota Parepare:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 520, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang
dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

C. Dalam rangka upaya mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada sub
tahapan tahapan penyusunan dan penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kota Parepare, maka Bawaslu Kota
Parepare mengimbau agar KPU Kota Parepare mematuhi prosedur, mekanisme dan

jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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